PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETAR;IAT DAERAH

AN M sne.

Alamat : Jin. Perwakilan No, 1 Wlt&;‘hatas. Kulon Progo
Telp. (0274) 773010, Kode Pos 55611

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

——_—

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistmewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia ~ Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengedalian
Penataan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan
Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ~ 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifrkasi,
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Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 lentang
Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013  Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah
Istmewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah
Istmewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 7);

b. Tujuan Penyusunan

1. Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan penyesuaian perkembangan peraturan
perundang undangan di bidang kelembagaan, dan menyempumakan struktur dan proses
organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya, sehingga mampu beradaptasi secara
responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

2. Peraturan Daerah inidisusun sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 100);

II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

a. Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang
sesuai dengan memperhatikan asas penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional,
proporsional, efektif, dan efisien.

b. Mengevaluasi susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tala kerja Perangkat Daerah sesuai
ketentuan pearuran perundang-undangan.

Ill. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:
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a. Perubahan Nomenklatur Dinas Permberdaysan Masyarskat Desa Pergandaion Pandidud dan
Keluarga Berencana menjadi Dinas Permbardayasn Matyarab st Kadrahan Pergendalan Parduduk
dan Keluarga Berancana
Hal inl sebagal tindak tanjul dan Perdas (Y Nomor | Tatun 2014 tentarg Kalembagaan Pamerrtah
Daerah Daerah Istimewn Yogyatarta dwnana dalam Pasal 24 ayat (1) datr hatwn ‘Unisk
mewwjudkan visl dan misi Pemarintah Daerah dan lersalenggarsnys iAman bastimawaan OFF maba
kelombagaan Pemeriniah Dasrsh KabwpstenXota den Peamerctah Data Rars sslarss dengan
Peranghat Daerah dan juga sebagal implementan Peeda Kifon Proga Tatun 2019 tentarg Panatagan
Kalurahan, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) mengatr batwa ‘Dengan barlakinya Farafiursn Daseah
ini, gemua penggunaan nomenkistur Desa merysd nomentisfur Kalrsban bardasarsan Paraturan
Daerah ini
Dengan berubahnya nomenklatur perangkat daecah  dar Dwas Pamberdayaan Masyarakat Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Derercana merad Dinas Pemberdaysan  Masyarsest
Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berercana  dalam malsksanakan program
kegiatan dan sub kegiatan serla dalam melaksanakan tugas dan hingm unman Pamberdaysan
Masyarakal Kalurahan, dan urusan Pengendatan Penduduk dan Feluarga Barsncara sacars gars
besar telah dikelompokan dalam 4 bidang yaitu

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakal

2. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan
3. Bidang Pengendalian Penduduk

4. Bidang Keluarga Berencana

b. Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah menjadi Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Perubahan Nomenklatur Badan dilakukan sebagai penyesuaian terhadap ketentuan Permendagn Nomor

7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Caeran, yang

menyebutkan bahwa Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA dengan ketentuan.

1. Dalam hal fungsi BRIDA diintegrasikan dengan BAPPEDA Nomenklatur badan hasd penggabungan
menjadi BAPPERIDA;

2. Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 1 (satu) bxdang. dengan
nomenklatur Bidang menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan hasil pemetaan dan penyelarasan Keputusan Menteri Dalam Negen Nomer $00.1.155 -

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 050-5389 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasl dan Inventarisasi Pemulakhiran Klasifikasi, Kodefkasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seria pelaksanaan hetentuan

Permendagri Nomor 7 Tahun 2023, dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan serta dalam

melaksanakan tugas dan fungsi unsur penunjang perencanaan dan unsur panunjang fiset dan inovasi

daerah, secara garis besar {elah dikelompokan dalam 5 bidang yaitu:

1. Bidang Analisls Data dan Perencanaan Pembangunan
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. Bidang Risel Inovasi dan Pengendalian

2
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

5

. Bidang Infrastrukturdan Pengembangan Wilayah

Nomenklatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diubah menjadi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor § Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan, Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 = 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifrkasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi
unsur penunjang kepegawaian dan unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan secara garis besar telah
dikelompokan dalam 3 bidang yaitu:

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

2. Bidang Mutasi

3. Bidang Pengelolaan Kinerja Kesejahteraan dan Sistem Informasi,

Usulan Kenaikan tipologi Dinas Komunikasi dan Informatika dari tipe C menjadi tipe B

Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 3 urusan pemerintahan yaitu (urusan komunikasi dan
informatika, urusan statistik dan urusan persandian). Usulan kenaikan tipologi secara skoring telah
memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan sesuai PP Nomor 18 Tahun
2016 tentang perangkat daerah, diperoleh skoring urusan komunikasi dan informatika 738, urusan
statistik 310, urusan persandian 374.
Pertimbangan kenaikan typologi dari tipe C ke tipe B adalah:
1. Faktual tugas pengelolaan aplikasi informatika semakin meningkat dengan perkembangan teknologi
informasi Sasaran tugas bukan hanya melayani Pemerintah Daerah tetapi Masyarakat.
2. Rekomendasi kajian UNY untuk menjadi tipe B karena adanya Transformasi digital, ,Layanan aplikasi
dan informatika harus sampai ke kalurahan, Tata kelola SPBE.
Keamanan informasi , infrastruktur dan SDM belum tertangani secara optimal.
4. Beban Kerja saat ini terlalu berat apabila dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang

Dengan kenaikan tipologi dari tipe C menjadi tipe B dalam melaksanakan program kegiatan dan sub
kegiatan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informatika, urusan
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statistic dan urusan porsandian Secara garls bosar tolah dipolakan pongelompokan bidang darl 2 bidang
menjadi 3 bidang yaitu:

1. Bldong Komunikasl Informasl dan Statistik

2. Bldang Infrastruktur, Toknologl dan Keamanan Informas, dan Porsandian

3. Bidang Tata Kelola Aplikasi

Usulan Kenalkan tipologl Dinas Lingkungan Hidup darl tipe C menjadi tipo B

Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan hasll pomotaan urusan pemerintahan sosual PP Nomor 18 Tahun
2016 tentang perangkat dacrah mendapatkan skoring 800 (dapal dibontuk sebagal porangkat daorah tipo
B) sehingga telah memenuhl persyaratan untuk usulan konalkan tipologl menjadi Dinas Tipo B dengan
Jumlah bidang paling banyak 3 bidang.

Pertimbangan dari usulan kenalkan tipologl inl adalah:

1. Terkalt pelaksanaan sub urusan persampahan saat Ini dilaksanakan oleh 2 perangkal daerah yaitu
Dinas Pekerjaan Umum ,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan oleh Dinas Lingkungan Hidup
sehingga pengelolaannya belum dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Pelaksanaan penanganan sampah darl mulai penyapuan, Pengangkutan dan Pemrosesan harus
dilaksanakan secara terpadu dan sistemalis dalam 1 (satu) perangkat daerah sehingga diperlukan
salu komando dari sumber sampal penangganan di TPA. Pengelolaan persampahan sesual
kewenangan dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 berada di Dinas Lingkungan Hidup.

3. Berkenaan dengan hal ini untuk sub urusan persampahan yang saat ini dilaksanakan oleh DPUPKP
akan dipindahkan di Dinas Lingkungan Hidup sehingga beban kerja menjadi bertambah.

4. Belum optimalnya penanganan dan pengoptimalan Ruang Terbuka Hijau. .Berdasarkan ketentuan
kewenangan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifrkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasl, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerahbahwa
pengelolaan ruang terbuka hijau masuk ke dalam urusan lingkungan hidup.

Telah dilaksanakan pemetaan dan penyelarasan urusan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifrkasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi
urusan lingkungan hidup secara garis besar telah dikelompokan dalam 3 bidang yaitu:

1. Bidang Tata Lingkungan Hidup

2. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola Sampah

3. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
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f.  Penggabungan Urusan Perindustrian dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  menfad)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tpe B

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan urusan pamerintahan yang menjadi
kewenangannya mempunyal irsan tugas dan fungsi dengan urusan Perindustrian terkat intervans
terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan IKM (Indusiri Kecil dan Menengah). sehingga
untuk meminimalisist duplikasi peran dan fungsi ddaksanakan penggabungan antara Urusan
Perindustrian (skor 950) dan urusan Koperasi Usaha Kecl dan Menengah (Skorng 510)  menjadi
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A
Sesuai ketentuan Pasal 54 ayal (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dalam hal kemamgpuan
keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimilki oleh Daerah masih terbatas, ipa Perargiat
Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Berdasarkan hal ini, penggabungan urusan perindustriian dan urusan Koperasi, Usaha Kecl dan
Menengah dibentuk Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tige B dengan 3 bidang
yaitu:

1. Bidang Perindustrian

2. Bidang Koperasi

3. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah

g. Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan merupakan pecahan dari dinas perdagangan dan perindustrian karena urusan
perindustrian bergabung dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , sehingga urusan
perdagangan (skor 520) berdiri sendiri sebagai dinas yaitu Dinas Perdagangan tipe C dengan 2 bidang
yaitu:

1. Bidang Usaha Perdagangan

2. Bidang Sarana Perdagangan

h. Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas
Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kena
(skoring 750) dan Urusan Transmigrasi (skoring 245). Berdasarkan ketentuan Pasal 54 PP 18 Tahun
2016, urusan Transmigrasi tidak dapat digunakan sebagai nomenklatur Dinas karena dalam ketentuan
ayat (2) dan ayat (4) Pasal tersebut hanya urusan pemerintahan yang berdsarkan skoring dapat dibentuk
Dinas tipe C (400-500) yang dapat digunakan sebagai nomenklatur yang mencerminkan urusan
pemerintahan yang digabung.
Berdasarkan ketentuan Pasal 53 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa kretena
Itypologi perangkat daerah ditentukan sebagai berikut :
< 300 dibentuk Seksi
> 300 - 400 dibentuk Bidang
>400 - 600 dibentuk Dinas/Badan tipe C
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>600 - 800 dibentuk Dinas/ Badan tipe B
> 800 - dibentuk Dinas/Badan tipe A

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, urusan transmigrasi lidak dapat digunakan sebagai nomenklatur
perangkat daerah tetapi merupakan bagian dari tusi.

i. Peningkatan Klasifikasi Kelembagaan BPBD dari Klasifikasi B ke Klasifikasi A

Peningkatan Klasifikasi BPBD didasarkan atas Rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor B.575/BNPB/SU/HK.02.01/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Hal Rekomendasi atas Permohonan
Peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo.

Adapun pertimbangan dari Rekomendasi ini antara lain adalah bahwa Kulon Progo termasuk dalam salah
satu daerah resiko tinggi bencana dengan Indeks Resiko Bencana sebesar 157,94.

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan klasifikasi kelembagaan BPBD dari Klasifikasi B ke Klasifikasi A
diharapkan mampu memberikan atensi lebih untuk kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten

Kulon Progo.

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini,
sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
diharapkan akan terbentuk perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini dilaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Kepala Daerah
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dalam
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga akan terintegrasi ke dalam perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai dengan visi dan misi daerah.

Wekes, 1S danvery 20234-
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